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      KATA PENGANTAR
    

    
      
    

    
      Segala puji         kami panjatkan kepada Allah SWT atas tersusunnya buku pedoman pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. 
    

    
      Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Dukcapil Di Kab/Kota sering menemui permasalahan, baik permasalahan yang terkait dengan teknis maupun terkait dengan aturan. Dalam penyelesaian masalah ini terutama masalah tentang aturan, sering aparatur yang menangani pelayanan di Kab/Kota berbeda cara dan persepsi dalam penyelesaiannya.   Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kewenangan salah satunya koordinasi, fasilitasi, pengawasan dalam penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan, membuat buku pedoman untuk menyeragamkan penanganan untuk kasus-kasus yang sama. Dengan adanya buku ini semua penyelesaian masalah yang kasusnya sama, maka penyelesaian masalahnya juga sama.
    

    
      Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Tak lupa kamimengharapkan kritik dan saran dalam upaya peningkatan penyajian data dan informasi sebagai bagian dari penyempurnaan buku ini.
    

    
      Padang,                         2021
    

    
      Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    

    
      Provinsi Sumatera Barat
    

    
      
    

    
      Irwan, S.Sos, MM.
    

    
      NIP. 19680415 198902 1 001
    

    
      Kartu Keluarga
    

    
      
    

    
      Kartu keluarga(KK) merupakan dokumen administrasi kependudukan yang wajib dimiliki oleh seluruh keluarga dan anggota keluarga. Setiap penduduk di Indonesia rumah administrasinya ada di Kartu Keluarga(KK). Kartu keluarga(KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
    

    
      Kartu keluarga (KK) diterbitkan bagi penduduk WNI dan penduduk Orang Asing(OA), yang terdiri atas :
    

    
      	
        Penerbitan KK baru
      

    

    
      Merupakan penerbitan KK dengan nomor KK baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pisah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena pindah, rentan administrasi kependudukan serta OA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
    

    
      	
        Penerbitan KK karena perubahan data
      

    

    
      Merupakan penerbitakan KK karena adanya perubahan akibat peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.
    

    
      	
        Penerbitan KK karena hilang atau rusak
      

    

    
      
    

    
      Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang dalam penyelesaiannya ditindak lanjuti dengan berbagai solusi yang berbeda. Oleh karena itu, disamakan solusinya dari satu permasalahan yang sama sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini.
    

    
      	
        Persyaratan dalam Penerbitan KK
      

    

    
      Dalam standar pelayanan penerbitan KK yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota masih terdapat persyaratan tambahan dan belum menerapkan  Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
    

    
      Adapun persyaratan penerbitan KK sesuai dengan peraturan yang ada tersebut adalah:
    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru karena memebentuk keluarga baru, yaitu:
    

    
      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
      

      	
        Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;dan
      

      	
        Dilengkapi syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru karena penggantian Kepala Keluarga
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru, yaitu:
    

    
      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;dan
      

      	
        Dilengkapi syarat lainnya berupa akta kematian.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru karena pisah KK
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru karena pisah KK, yaitu:
    

    
      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
      

      	
        Dilengkapi syarat lainnya berupa fotokopi KK lama dan berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru karena pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru karena pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga, yaitu:
    

    
      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
      

      	
        Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah, yaitu:
    

    
      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
      

      	
        Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; dan
      

      	
        Dilengkapi syarat lainnya berupa surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru karena rentan administrasi kependudukan
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru karena rentan administrasi kependudukan, yaitu:
    

    
      	
        Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru karena OA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (8) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru karena OA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing, yaitu:
    

    
      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
      

      	
        Petikan keputusan presiden ttg kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK baru untuk OA
      

    

    
      Berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 10 ayat (9) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK baru untuk OA, yaitu:
    

    
      	
        Izin tinggal tetap;
      

      	
        Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akata perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
      

      	
        Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; dan 
      

      	
        Dilengkapi dengan syarat lain berupa dokumen perjalanan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK karena perubahan data karena peristiwa kependudukan
      

    

    
      Perubahan elemen data akibat peristiwa kependudukan terdiri dari pindah penduduk dalam wilayah NKRI dan pindah antar negara.
    

    
      Berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK karena perubahan data karena peristiwa kependudukan, yaitu:
    

    
      	
        KK lama;
      

      	
        Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan; dan
      

      	
        Dilengkapinya dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali; dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi; 
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK karena perubahan data karena peristiwa penting
      

    

    
      Berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 13  Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK karena perubahan data karena peristiwa penting, yaitu:
    

    
      	
        KK lama; dan
      

      	
        Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting : kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. 
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK bagi OA pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) memperoleh kewarganegaraan  RI 
      

    

    
      Berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 14  ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK bagi OA pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) memperoleh kewarganegaraan  RI, yaitu:
    

    
      	
        KK lama; dan
      

      	
        Dilengkapi dengan syarat lainnya berupa : fotokopi Petikan Keppres tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing. 
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK bagi WNI dan/atau OA yang memiliki ABG yang memilih kewarganegaraan RI
      

    

    
      Berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 14  ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK bagi WNI dan/atau OA yang memiliki ABG yang memilih kewarganegaraan RI, yaitu:
    

    
      	
        KK lama; dan
      

      	
        Dilengkapi syarat lainnya berupa Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum dan HAM mengenai perubahan status kewarganegaraan. 
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK bagi WNI dan/atau OA yang memiliki ABG yang memilih kewarganegaraan asing
      

    

    
      Berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 14  ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK bagi bagi WNI dan/atau OA yang memiliki ABG yang memilih kewarganegaraan asing, yaitu:
    

    
      	
        KK lama; dan
      

      	
        Dilengkapi syarat lainnya berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). 
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK karena perubahan elemen data
      

    

    
      Sesuai dengan pasal 15 Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, perubahan elemendata yang tercantum dalam KK terdiri dari : nama kepala keluarga atau anggota keluarga, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama atau kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua dan tanda tangan kepala keluarga. Selain elemen data tersebut, perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
    

    
      Berdasarkan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 15  ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK bagi WNI dan/atau OA yang memiliki ABG yang memilih kewarganegaraan asing, yaitu:
    

    
      	
        KK lama; dan
      

      	
        Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
      

    

    
      	
        Syarat penerbitan KK karena hilang atau rusak
      

    

    
      Berdasarkan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019, syarat penerbitan KK karena hilang atau rusak, yaitu:
    

    
      	
        Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
      

      	
        KTP-el;
      

      	
        Untuk penduduk OA ditambah kartu izin tinggal tetap; dan
      

      	
        Dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh penduduk yang bersangkutan.
      

    

    
      
    

    
      	
        Usia penduduk yang diperbolehkan menjadi kepala keluarga di dalam KK
      

    

    
      Jika seorang penduduk telah berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP-el baik sudah menikah ataupun belum menikah, maka yang bersangkutan dapat membuat KK baru sebagai kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019 terkait penerbitan KK baru karena pisah KK dengan persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian, fotokopi KK lama dan berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
    

    
      Dalam hal perpindahan penduduk yang dilakukan terhadap anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain. Dalam hal perpindahan penduduk yang dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain. Penerbitan KK dengan menumpang ke KK lain tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 12 ayat  (2), (3) dan(4) Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019.
    

    
      	
        Pembetulan dan perubahan nama yang ada di dalam KK dan dokumen kependudukan lainnya
      

    

    
      Perlu dipahami bahwa antara pembetulan nama dan perubahan nama yang ada di dalam KK dan dokumen kependudukan lainnya adalah suatu hal yang berbeda. Jika pembetulan satu huruf atau secara redaksional, misal, nama rudi dan ternyata salah di dalam KTP-el dimana ditulis dengan huruf y.  Maka, solusinya cukup  dibetulkan saja dan dapat dilakukan perbaikannya di Dinas Dukcapil setempat. 
    

    
      Jika pada kasus, misal, dalam KTP-el dan KK tertulis nama Muh. Maskur dan dalam ijazah tertulis Muhammad Maskur. Dan ingin dibetulkan nama sesuai dengan ijazah, maka dibolehkan karena sudah ada dasar nama dari lembaga negara lain yaitu berupa dokumen ijazah (asas Contrarius Actus) (Pasal 38 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019).
    

    
      Jika pada Akta lahir, KTP-el, KK, nama tertulis M. Maskur, dan dalam ijazah Maskur tetapi ingin merubah nama menjadi Muhammad Maskur sedangkan tidak ada dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga negara dengan nama tersebut. Maka Dinas Dukcapil tidak boleh merubah nama tanpa keputusan pengadilan (Pasal 53 Perpres No 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019). 
    

    
      Jika dalam kasus merubah nama dimana di dalam ijazah tertulis b, dalam dokumen kependudukan tertulis c, dan dalam putusan pengadilan tertulis z, dan ingin merubah lagi menjadi az  maka harus ada penetapan pengadilan (Pasal 53 Perpres No 96 Tahun 2018, Pasal 80 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019).
    

    
      Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa harus memperhatikan implikasi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jika ingin merubah nama yang ada di dalam dokumen kependudukan yaitu pada KK dan KTP-el maka diingatkan bahwa dokumen lain seperti ijazah, sertifikat tana h, bpkb, rekening Bank ataupun dokumen kepemilikan lainnya juga harus diubah. Hal ini ini juga dibahas didalam video youtube Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan tentang Kartu Keluarga.
    

    
      
    

    
      	
        Perbedaan tempat, tanggal lahir atau nama orang tua di dalam KK dan dokumen kependudukan lainnya
      

    

    
      Jika mempunyai dokumen negara lainnya yang menuliskan tempat,tanggal lahir atau nama orang tua yang sebenarnya maka Dinas Dukcapil dapat mengubahnya dengan menerapkan asas Contrarius Actus. Jika tidak memiliki dokumen pendukung dari lembaga negara lainnya maka harus melalui putusan pengadilan tentang penjelasan tempat, tanggal lahir atau nama orang tua yang sebenarnya (Pasal 38 dan Pasal 89 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019).
    

    
      
    

    
      	
        Perbedaan NIK yang tidak sama dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir.
      

    

    
      Sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
    

    
      Jika NIK ditemukan tidak selaras dengan tanggal lahir dan/atau bulan/tahun lahir, maka NIK tidak dapat dirubah berdasarkan tanggal lahir/bulan/tahun yang baru dibetulkan. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
    

    
      
    

    
      	
        Status hubungan dalam keluarga untuk  anak tiri di dalam KK.
      

    

    
      Status anak tiri pada kolom status hubungan dalam keluarga (SHDK) pada KK adalah tetap anak dengan mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya pada kolom nama orang tua sesuai dengan yang tercantum pada akta kelahiran anak. Ayah/Ibu kandung dan Ayah/Ibu sambungnya sudah tercatat suami istri di dalam KK tersebut dengan status perkawinan berupa kawin tercatat/kawin belum tercatat. Namun, jika bukan suami istri maka status anak dalan SHDK adalah lainnya.
    

    
      
    

    
      
    

    
      	
        Status hubungan dalam keluarga untuk  anak di luar perkawinan di dalam KK.
      

    

    
      Status anak pada kolom SHDK adalah lainnya karena status ayah dan ibu kandungnya bukanlah suami istri. Dan pada kolom nama orang tua dengan mencantumkan nama ibu kandungnya saja.
    

    
      
    

    
      	
        Status hubungan dalam keluarga untuk  anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan dokumen lain yang bisa dijadikan dasar (seperti lahir di Dukun).
      

    

    
      Status yang bersangkutan dalam status hubungan dalam keluarga adalah anak dengan melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh dua orang saksi. SPTJM tersebut dijadikan salah satu syarat pembuatan akta kelahiran bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran (Pasal 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018).
    

    
      
    

    
      	
        Status hubungan dalam keluarga untuk  anak angkat yang sudah ditetapkan pada Pengadilan Negeri di dalam KK.
      

    

    
      Lakukan pencatatan pengangkatan anak dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yaitu salinan penetapan pengadilan, kutipan akta kelahiran anak, KK orang tua, KTP-el. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon. Kemudian dilakukan penerbitan KK karena perubahan data pada peristiwa penting yaitu pengangkatan anak.  Penerbitan KK karena perubahan data memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Status yang bersangkutan dalam status hubungan dalam keluarga adalah anak, tetapi di dalam kolom orang tua kandung tetap menuliskan nama orang tua yang sebenarnya biologis.
    

    
       
    

    
      	
        Ada perbedaan tanggal nikah sebelum isbat nikah dengan tanggal setelah terbitnya Isbat Nikah
      

    

    
      Sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah instansi pelaksana dalam urusan adminsitrasi kependudukan yang salah satunya melakukan pencatatan terhadap perisitiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Jika ada terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pada penduduk maka tugas kita mencatatkan perubahan peristiwa tersebut di dalam dokumen kependudukan. Hal ini juga berlaku jika ada perbedaan tanggal nikah sebelum isbat nikah dengan tanggal setelah terbitnya isbat nikah, maka kita mengikuti perubahan yang terjadi sesuai dengan dokumen bukti perubahan peristiwa penting yang dialaminya penduduk yaitu dokumen setelah isbat nikah.
    

    
      
    

    
      	
        Status perkawinan di dalam KK bagi penduduk yang nikah siri 
      

    

    
      Status perkawinan di dalam KK terdiri dari kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin. Bagi penduduk yang dapat melengkapi persyaratan berupa Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain maka status perkawinan yang bersangkutan dicantumkan di dalam KK adalah kawin tercatat. Bagi penduduk yang nikah siri, status perkawinan dapat dicantumkan di dalam KK yaitu kawin belum tercatat dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan dengan ketentuan sesuai dengan pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. 
    

    
      
    

    
      	
        Penerbitan KK bagi penduduk yang tidak memiliki data penunjang sama sekali dalam pengurusan dokumen kependudukan
      

    

    
      Lakukan pengecekan biometrik. Lakukan pengecekan dan verifikasi data. Jika yang bersangkutan tidak terdata maka lakukan pencatatan biodata penduduk dari awal sesuai dengan  Pasal 3 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yaitu dengan persyaratan berupa  surat keterangan dari pemerintah terendah setempat, dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta bukti pendidikan terakhir. Mengisi formulir pengajuan  pelayanan sesuai dengan dan Pasal 4 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berupa formulir biodata keluarga dengan kode F-1.01 dan jika tidak memiliki dokumen penunjang dilengkapi dengan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan berupa surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan dengan kode F-1.04. 
    

    
      
    

    
      	
        Penduduk ingin melakukan perubahan elemen data tanggal lahir
      

    

    
      Adanya kasus seperti upaya penduduk untuk melakukan perubahan data untuk mencukupi persyaratan menikah dimana umur menikah bagi laki-laki adalah 20 thn dan perempuan 18 thn, dan yang bersangkutan sudah terlanjur menikah, jika tidak dirubah data kelahiran maka akan terkena Undang-Undang perlindungan anak. 
    

    
      Sesuai dengan pasal 15 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa penduduk dapat melakukan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK, salah satunya yaitu elemen data tanggal lahir. Penerbitan KK karena perubahan elem data tersebut dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka tanggal lahir yang bersangkutan tidak bisa diubah.
    

    
      
    

    
      	
        Mencantumkan nama ayah tiri/sambung di dalam KK dan akta kelahiran anak sebagai ayah kandung
      

    

    
      Data kebenaran kelahiran harus sesuai dengan nama ayah dan ibu kandung yang sebenarnya. Jika mencantumkan nama ayah tiri sebagai ayah kandung bisa dikategorikan pelanggaran pidana sesuai dengan pasal 93 UU No 24 Tahun 2013 dimana setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mengubah nama ayah tiri menjadi ayah kandung di dalam KK dan akta kelahiran dapat dilakukan dengan asas Contrarius Actus jika mempunya bukti dokumen negara lainnya seperti ijazah, hasil tes DNA dari RS pemerintah yang mencantumkan nama ayah kandung yang sebenarnya. Namun jika tidak mempunyai bukti dukung harus melalui penetapan pengadilan (Pasal 38 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019).
    

    
      
    

    
      	
        Aturan untuk memberikan KK pada perangkat RT
      

    

    
      Dalam hal terjadinya kerjasama dengan perangkat RT seperti dalam hal untuk memutakhirkan data kependudukan dapat diserahkan data umum yang tidak bersifat rahasia seperti nama dan alamat. Seusai dengan Pasal 63 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 bahwa integritas dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi.
    

    
      
    

    
      	
        Aturan untuk memberikan KK pada perangkat RT
      

    

    
      Dalam hal terjadinya kerjasama dengan perangkat RT seperti untuk memutakhirkan data kependudukan dapat diserahkan data umum yang tidak bersifat rahasia seperti nama dan alamat. Seusai dengan Pasal 63 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 bahwa integritas dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi.
    

    
      
    

    
      	
        Jenis KK yang masih berlaku di Indonesia
      

    

    
      Sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun  2018  bahwa sejak Juli 2020, dokumen kependudukan selain KTP-el dan KIA, salah satunya yaitu KK harus menggunakan kertas putih HVS 80 gram dengan ukuran A4. Dan apakah KK yang sebelumya masih berlaku atau tidak. 
    

    
      Sekarang ini ada 3 jenis KK yang masih berlaku di Indonesia, yaitu:
    

    
      	
        KK yang diterbitkan sebelum tahun 2019, dimana KK masih menggunakan kertas sekuriti (kertas biru), masih menggunkan tanda tangan basah dengan pena dan cap stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten/Kota. Dalam KK tersebut jenis data terbatas, tidak ada kolom golongan darah, tanggal perkawinan dan belum membuat status kawin belum tercatat. KK ini masih berlaku selama data-data dalam KK tersebut belum ada terjadi perubahan.
      

      	
        KK yang diterbitkan tahun 2019 s.d. Juni 2020, dimana KK masih menggunakan kertas sekuriti (kertas biru), sudah tanda tangan elektronik (TTE) sehingga tidak memerlukan pelayanan legalisir sesuai dengna pasal 19 ayat (6) Permendari 104 Tahun 2019. Di dalam KK tersebut sudah ada kolom golonga ndara, tanggal perkawinan dan status kawin belum tercatat. KK ini pun masih berlaku selama data-data di dalam KK tidak ada perubahan.
      

      	
        KK yang diterbitkan sejak Juli 2020, dimana KK sudah menggunakan kertas putih HVS 80 gram dengan ukuran A4, menggunakan TTE, dokumen bisa dicetak sendiri oleh dokumen dan dapat disimpan filenya berupa .pdf. di dalam KK tersebut tidak ada lagi lembar salinan untuk RT, Kelurahan dan Kecamatan. Jika ada perubahan data di dalam KK maka KK tersebut juga harus diperharui.
      

    

    
      
    

    
      	
        Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
      

    

    
      Sesuai dengan putusan Mahkamah agung nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 menyatakan agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai penghayat kepercayaan tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK ataupun KTP-el.
    

    
      Penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan dalam 4 kondisi :
    

    
      	
        Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang belum ada datanya dan belum pernah dicatatkan pada basis data kependudukan
      

    

    
      Penduduk melakukan pencatatan biodata penduduk sesuai dengan Pasal 3 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yaitu dengan persyaratan berupa  surat keterangan dari pemerintah terendah setempat, dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta bukti pendidikan terakhir. Mengisi formulir pengajuan  pelayanan sesuai dengan dan Pasal 4 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berupa formulir biodata keluarga dengan kode F-1.01 dan jika tidak memiliki dokumen persyaratan dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta bukti pendidikan terakhir maka dilengkapi dengan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan berupa surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan dengan kode F-1.04.
    

    
      Apabila penduduk menyatakan diri sebagai pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan YME maka melampirkan surat pernyataan dari pemuka kepercayaan/organisasi kepercayaan (jika organisasi kepercayaan yang dianut sudah terbentuk) atau SPTJM sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME (jika belum ada organisasinya) yang ditandatangani oleh dua orang saksi. 
    

    
      Penerbitan KK baru bagi penghayat kepercayaan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Perpres 96 Tahun 2018 yaitu berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemuka kepercayaan/organisasi kepercayaan (jika organisasi kepercayaan yang dianut sudah terbentuk) atau SPTJM sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME (jika belum ada organisasinya), surat keterangan perkawinan dari pemuka kepercayaan atau SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (jika belum ada organisasinya).
    

    
      	
        Penduduk yang datanya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sudah ada dalam basis data kependudukan
      

    

    
      Kondisi ini dimana penduduk sudah terdata di dalam basis data kependudukan tetapi data agamanya dikosongkan. Penduduk tersebut dapat mencantumkan kepercayaannya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di dalam KK dengan mengisi formulir pendaftaran peristiwa kependudukan dengan kode F-1.02 (Permendagri Nomor 109 Tahun 2019). Melengkapi persyaratan yaitu berupa surat pernyataan dari pemuka kepercayaan/organisasi kepercayaan atau SPTJM sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, KK lama dan KTP-el lama. 
    

    
      	
        Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang datanya pada basis data kependudukan memeluk salah satu agama
      

    

    
      Kondisi ini dimana penduduk yang bersangkutan di dalam basis data kependudukan memeluk salah satu agama ingin pindah menjadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Penduduk tersebut dapat mencantumkan kepercayaannya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di dalam KK dengan mengisi formulir pendaftaran peristiwa kependudukan dengan kode F-1.02, mengisi surat pernyataan perubahan elemen data dengan kode F-1.06 (Permendagri Nomor 109 Tahun 2019). Melengkapi persyaratan yaitu dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, surat pernyataan dari pemuka kepercayaan/organisasi kepercayaan atau SPTJM sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, KK lama dan KTP-el lama.
    

    
      	
        Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang sudah ada datanya pada basis data kependudukan namun telah berpindah keyakinan dengan memeluk salah satu agama
      

    

    
      Kondisi ini dimana penduduk yang sudah ada dalam basis data kependudukan yang awalnya adalah penghayat kepercayaan berpindah keyakinan kepada salah satu agama yang ada di Indonesia. Penerbitan KK dengan memenuhi persyaratan yaitu dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, surat pernyataan dari pemuka agama, KK lama dan KTP-el lama. Penduduk mengisi formulir pendaftaran peristiwa kependudukan dengan kode F-1.02, mengisi surat pernyataan perubahan elemen data dengan kode F-1.06 (Permendagri Nomor 109 Tahun 2019).
    

    
      
    

    
      	
        Penerbitan KK bagi keluarga yang anggota keluarganya ada memeluk agama dan ada yang menganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
      

    

    
      Penerbitan KK terdiri dari 3 jenis terkait dengan pencantuman agama dan penghayat kepercayaan di dalam KK, yaitu:
    

    
      	
        KK dengan kolom agama saja, dimana seluruh anggota keluarga memeluk salah satu agama.
      

      	
        KK dengan kolom kepercayaan saja, dimana seluruh anggota keluarga menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME.
      

      	
        KK dengan kolom agama atau kepercayaan, dimana di dalam keluarga ada yang memeluk salah satu agama dan ada yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME.
      

    

    
      
    

    
      	
        Penerbitan KK bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu
      

    

    
      Nomor KK melekat kepada kepala keluarga. Jika ada perubahan kepala kelaurga maka nomo rKK juga akan mengalami perubahan. KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. Itu artinya, seorang yang berpoligami meskipun kedua perkawinannya sah secara hukum tidak bisa terdaftar dalam dua KK. Jadi apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri (poligami), maka ia hanya dapat tercatat pada satu KK saja. Sementara istrinya yang lain di KK lainnya tercatat sebagai kepala keluarga, namun diberi keterangan bahwa ia adalah istri dari laki-laki yang berpoligami tersebut.
    

    
      
    

    
      	
        Mengubah status perkawinan menjadi cerai bagi pernikahan siri
      

    

    
      Jika dalam kasus penduduk di dalam KK sudah tercantum status perkawinan yaitu kawin belum tercatat, maka persyaratan penerbitan KK baru sesuai pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yaitu berupa SPTJM perceraian belum tercatat. Dimana status perkawinan akan menjadi cerai belum tercatat. Format SPTJM dapat dilihat dalam lampiran Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
    

    
      Jika dalam kasus penduduk yang status perkawinannya adalah kawin belum tercatat dan salah satu pasangannya sudah meninggal, maka syaratnya cukup akta kematian pasangannya dan status perkawinan menjadi cerai mati.
    

    
      
    

    
      	
        Penerbitan KK bagi perkawinan bagi penduduk WNI beda agama di luar Negeri
      

    

    
      Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI baik beda agama ataupun tidak wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 38 Perpres nomor 96 Tahun 2018 berupa  kutipan akta perkawinan dari negara setempat dan dokumen perjalan RI suami dan istri. Dari pelaporan tersebut diterbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan oleh perwakilan RI. Syarat penerbitan KK baru bagi pasangan tersebut dengan melampirkan kutipan akta perkawinan dari nagara setempat dan surat keterangan pelaporan perkawinan. Status perkawinan yang bersangkutan adalah kawin tercatat. 
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